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ABSTRAK 

 
: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e angka 6 Peraturan 

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A sebagai perangkat daerah 
yang menyelenggarakan sub urusan bencana. 

 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950,             
UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan                      
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2014 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 
Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan 
UU No. 11 Tahun 2020,  UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 18 Tahun 2016 
sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 12 
Tahun 2019, PERPRES No.1 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 
2020, PERMENPAN RB No. 1 Tahun 2023, PERDA Kab. Bogor No.12 
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bogor 
No.2 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No.5 Tahun 2022. 

 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sekretariat mempunyai 
tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana 
dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Badan. Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris 
dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan 
kepegawaian Badan. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas 
membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan 
Badan. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas 
membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan pengoordinasian 
dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, 
kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat. 
Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala 
Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan 
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan 
logistik. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas 
membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan 
melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca 
bencana. Pada saat terjadi bencana Badan melakukan fungsi 
komando, koordinatif, dan pelaksana dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana dengan satuan kerja perangkat daerah 
lainnya. 

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada 
tanggal 11 Desember 2023 dan ditetapkan pada tanggal 11 Desember 
2023. 

 - Lampiran: 1 hlm. 

 
 


